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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl No 158/1997 dan No. 0543b/U/1987
tertanggal 12 Januari 1988.

1. Konsonan
Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab
di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan
tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah
ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

" Nama Huruf Latin Nama
Arab
. Tidak . .
!
Alif dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& $a g Es (dengan titik di
atas)
z Ja J Je
Ha (dengan titik di
S Ha H bawah)
d Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 72l 7 Zet (dengan titik di
atas)
J Ra R Er
J Za Z Zet
o Sa S Es
o Sya SY Es dan Ye
oa sa S Es (dengan titik di
bawah)
oo Dat D De (dengan titik di
bawah)




I Ta T Te (dengan titik di
bawah)

5 7a 7 Zet (dengan titik di
bawah)

i ‘Ain ‘ Apostrof Terbalik

& Ga G Ge

o Fa F Ef

3 Qa Q Qi

d Ka K Ka

J La L El

8 Ma M Em

O Na N En

3 Wa W We

2 Ha H Ha

s Hamzah |’ Apostrof

It Ya Y Ye

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apa pun. Jika hamzah (¢) terletak di tengah atau di
akhir, maka ditulis dengan tanda ().
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti halnya vocal bahasa Indonesia,
terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal ganda atau
diftong. Vokal bahasa Arab tunggal yang karakternya berupa
karakter atau vocal, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab

[ Fathah A A

! Kasrah I I

i Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya merupakan gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

&)

Fathah dan ya

Al

Adanl

Vi




[El Fathah dan wau | lu A dan U

Contoh:
i kaifa
d® : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
L Fathah dan alif atau | - a dan garis di
~ L A
ya atas
. i dan garis di
- Kasrah dan ya I
atas
; - u dan garis di
— Dammah dan wau U
atas
Contoh:
<la . mata
@R . rama
J8 . qgrla

&3 : yamirtu
4. Ta Marbitah
Ta marbutah memiliki dua transliterasi, yaitu: ta marbutah
yang hidup atau berstatus fathah, kasrah dan dammah,
transliterasinya adalah (t). meskipun dia marbutah yang mati
berstatus sukun maka transliterasinya adalah (h)
Jika ta marbutah akhir kata diikuti dengan kata sandang al- dan
kedua kata itu dibaca terpisah, ta marbutah ditransliterasikan
menjadi ha (h). Contoh:

Juky 4z © raudah al-asfal
ALl dBhaal) - al-madimah al-fadilah
dakal) - al-hikmah
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5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( =), dalam transliterasi
ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang
diberi tanda syaddah. Contoh:

C®) . rabbana
W najjaina
G al-haqq
& al-hajj
ea-t » nu’’ima
S . ‘aduwwun

Jika huruf s ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah (=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7).

Contoh:

& 1 ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

(n¥ . ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang diwakili oleh huruf alif lam ma’arifah dalam

system penulisan bahasa Arab. Dalam panduan transliterasi ini,
kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, diikuti huruf
syamsiah dan huruf gamariah. Kata sandang tidak menikuti bunyi
huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata
berikutnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:
il : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
4385 . al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
daday : al-falsafah
D) - al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah sebagai apostrof () hanya
berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika
hamzah di awal kata tidak dilambangkan karena, dalam aksara
Arab berbentuk alif. Contohnya:
uJJ-‘U . ta’murina
2 53 . al-nau’
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8.

10.

o “&

£l . syai'un

& al © umirtu
Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa
Indonesia

Kata, istilah atau frasa bahasa Arab transliterasi adalah kata,

istilah atau frasa yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata,
ungkapan atau frasa umum yang menjadi bagian dari kosakata
bahasa Indonesia atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia
tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Misalnya kata
Qur’an dari (al-Qur’an), sunnah, hadist, khusus namun umum.
Namun, jika kata-kata ini adalah bagian dari teks bahasa Arab, kata-
kata tersebut harus sepenuhnya ditransliterasikan.
Contoh:
Fi zilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwin
Al-‘Ibarat Fr ‘Umum al-Lafz la bi khusus al-sabab
Lafz al-Jalalah (<)

Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau ditempatkan sebagai mudaf ilaih (kalimat nominatif),
diterjemahkan tanpa huruf hamzah. Contoh:

& égs 1 dmullgh
Adapun ta marbizah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
A 43 8 ah : hum f7 rakmatillgh
Huruf Kapital

Meskipun dalam penulisan bahasa Arab tidak mengenal
semua huruf kapital. Namun, transliterasi huruf-huruf tersebut
mengikuti aturan kapitalisasi berdasarkan (EYD). Huruf kapital
digunakan misalnya, untuk menulis huruf pertama nama seseorang
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama kalimat. Apabila nama
seseorang didahului kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf
pertama kata sandang. Jika pada awal kalimat, huruf A pada kata
Sandang dikapitalisasi (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului kata sandang



al- dan bila ditulis dalam teks dan catatan reserensi (CK, DP, CDK
dan DR).
Contoh:
Wa ma Mukhammadun illa rasil
Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazr unzila fth al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tis
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MOTTO

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus

mulai untuk menjadi hebat”

- Zig Ziglar
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ABSTRAK

Susi, 2025. Konflik Norma Pemberian lzin Usaha Pertambangan
Khusus Di Indonesia. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum
Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Ayon Diniyanto, M.H.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara yang didalamnya mengatur pemberian izin kelola tambang
melalui penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK)
secara prioritas kepada ormas keagamaan menimbulkan pro dan kontra
di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan kententuan tersebut
berseberangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menjelaskan pengaturan pemberian izin usaha pertambangan
khusus dan konflik norma pemberian izin usaha pertambangan khususdi
Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer
diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peratura Pemerintah Nomor
25 Tahun tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku,
literatur-literatus hukum, dan beberapa publikasi atau artikel ilmiah yang
berkaitan dengan penelitian ini. Adapun Tehnik analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah tehnik analisis preskriptif. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat konflik norma yaitu antara
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020, dikarenakan terdapat pasal yang saling
bertentangan. Pertentangan yang dimaksud secara spesifik dapat dilihat
pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang
memungkinkan badan usaha milik ormas keagamaan untuk mengelola
tambang dengan penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus
(WIUPK) secara prioritas. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa izin usaha pertambangan khusus
dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.
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Untuk badan usaha swasta sendiri mendapatkan IUPK dengan cara
lelang WIUPK.Dalam hal ini, badan usaha milik ormas keagamaan
termasuk ke dalam badan usaha swasta. Dengan demikian, pemberian
IUPK kepada ormas keagamaan melalui penawaran WIUPK secara
prioritas bertentangan dengan peraturan yang secara hierarki lebih tinggi.

Kata Kunci: Konflik Norma, Izin Usaha Pertambangan Khusus
(IUPK), Ormas Keagamaan.
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ABSTRACT

Susi, 2025. Conflict over Norms for Granting Special Mining Business
Permits in Indonesia. Sharia Faculty Thesis, Constitutional Law Study
Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

The issuance of Government Regulation Number 25 of 2024
concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business
Activities, which regulates the granting of mining management permits
through the offering of special mining business permit areas (WIUPK)
on a priority basis to religious mass organizations, has raised pros and
cons among the community. This is because these provisions conflict
with Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. The
aim of this research is to explain the regulations for granting special
mining business permits and conflicts over norms for granting special
mining business permits in Indonesia. This research is a type of
normative research using a statutory approach and a conceptual
approach. The sources of legal materials in this research are primary
legal materials and secondary legal materials. Primary legal material
was obtained from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,
Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, and
Government Regulation Number 25 of the Year concerning the
Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities.
Meanwhile, secondary legal materials were obtained from books, legal
literature, and several scientific publications or articles related to this
research. The analysis technique used in this research is a prescriptive
analysis technique. The results of this research show that there is a
conflict of norms, namely between Government Regulation Number 25
of 2024 and Law Number 3 of 2020, because there are conflicting
articles. The conflict referred to specifically can be seen in Article 83A
of Government Regulation Number 25 of 2024 which allows business
entities owned by religious mass organizations to manage mines by
offering special mining business permit areas (WIUPK) on a priority
basis. Meanwhile, Law Number 3 of 2020 states that special mining
business permits can be granted to BUMN, BUMD or private business
entities. Private business entities themselves obtain IUPK by auctioning
WIUPK. In this case, business entities owned by religious mass
organizations are included in private business entities. Thus, granting
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IUPK to religious mass organizations through offering WIUPK on a
priority basis is contrary to regulations that are hierarchically higher.

Keywords: Norm Conflict, Special Mining Business Permit, Religious
Mass Organizations.

Xvii



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konflik
Norma Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus di Indonesia” di
Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H
Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian, shalawat serta salam
senantiasa tidak lupa kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang
telah memberikan pedoman bagi kita semua agar senantiasa berada di

jalan yang benar.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai
pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa

terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas
Syariah UIN K.H. Abdurrahmad Wahid Pekalongan.

3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam

penyusunan skripsi.

Xviil



5. Bapak Prof. Dr. H. Makrum M.Ag., selaku Dosen Pembimbing
Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama
proses perkuliahan.

6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Seluruh staff dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna meski
segala daya dan upaya telah dikerahkan. Penulis berharap semoga
penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak
lainnya untuk memperkaya wawasan dalam dunia pendidikan terutama
di bidang hukum. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun

untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 20 Februari 2025

Penulis

XiX



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..ottt i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ....ccoiiiiiiiieeie e i
NOTA PEMBIMBING .....ccoiiiiiiiiiieesseee e i
PENGESAHAN ..ot iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ...coooviieieccceeeee e vV
PERSEMBAHAN ..ottt Xi
MOTTO e bbb e xiii
ABSTRAK s X1V
ABSTRARCT .ttt XV
KATA PENGANTAR ..ottt XVilii
DAFTAR IS ot XX
DAFTAR TABEL ..ottt Xxii
BAB |. PENDAHULUAN ......coooiiiiie e 1
A. Latar Belakang ... 1
B. Rumusan Masalah ..........ccccoceiiiiiiiiiiese e 5
C. Tujuan Penelitian ..........cooeiiiiiiiieiereseeee s 5
D. Manfaat Penelitian .............ccooeieiiniiiiicceeee e 5
E. Kerangka TeOM .....ccocveieiiiiecie et 6
F. Penelitian yang Relevan ............cccocoveiieiiiiie i 8
G. Metode Penelitian .........ccoveieieieieie e 14
H. Sistematika Penelitian ............cccocvvviiieiiiin e 17
BAB Il. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL .......ccccveueeee. 19
A. Teori Perundang-Undangan ............cocveveeieienenenesesesieenes 19
B. Konsep Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan .......... 27
BAB 1ll. SISTEMATIKA PENGATURAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS DI INDONESIA........cccccooviiieannnn. 31

A. Pengatura Pemberian lzin Usaha Pertambangan Khusus
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba)

................................................................................................ 31
B. Pengaturan Pemberian lzin Usaha Pertambangan Khusus
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 ......... 37

XX



C. Pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 ......... 38
D. Pengaturan Pemberian lzin Usaha Pertambangan Khusus
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 ........ 40

BAB IV. KONFLIK NORMA PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2020 .....ccoovieiiiieiiecee e 44
A. Analisis Konflik Norma Pemberian Izin Usaha Pertambangan
Khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 .............c......... 44

BAB V. PENUTUP ..ottt 57
AL KESIMPUIAN ..o e 57

B. SAraN ... 58
DAFTAR PUSTAKA . 59
DAFTAR LAMPIRAN ..ot 64

XXi



Tabel 1.1
Tabel 4.1

DAFTAR TABEL

Penelitian yang Relevan ...........ccccccoccevvevviic e 8

Konflik norma pemberian ITUPK ............ccccooevevveiieennenn, 54

xXXii



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber
daya alam yang melimpah. Salah satu jenis sumber daya alam yaitu
bahan tambang, yang mencakup mineral, batubara, emas, gas bumi,
minyak, dan tembaga serta perak. Semua sumber daya tambang ini
berada di bawah penguasaan negara dan dimanfaatkan guna
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti disebutkan pada Pasal
33 ayat (3) UUD 1945, yang mengatakan bahwa "Bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah mempunyai
wewenang penuh dalam pengelolaan kekayaan alam, meliputi
mineral dan batubara.!

Sumber daya yang berada di bawah kewenangan negara harus
dikelola secara cermat dan bijaksana agar tewujudnya tujuan negara.
Pemerintah sebagai perwakilan negara, memiliki wewenang untuk
mengatur dan mengelola SDA yang ada supaya seluruh masyarakat
dapat menikmatinya secara adil dan merata.? Untuk
mempertahankan kendali atas sumber daya alam tersebut,
pemerintah membuat undang-undang, menetapkan kebijakan
ekonomi, dan memberi wewenang kepada pihak-pihak untuk
mengelola sumber daya alam yang ada agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah
tidak secara langsung mengelola sumber daya alam, melainkan

! Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan
Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan,” Jurnal Hukum &
Pembangunan 49, no. 3 (2019): 768-787.

2 Abdurrasyid, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara, “Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Unizar Law Review 5, no. 2 (2022),
295-296. h.9.



dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pengelolaan sumber daya alam tersebut.?

Mineral dan batubara termasuk dalam kategori sumber daya
alam yang tidak dapat diperbarui yang memiliki peran signifikan
bagi kemajuan suatu negara. Oleh sebab itu, agar sumber daya ini
bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan negara, maka
pengelolaannya harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Salah satu
cara memastikan pengelolaan tambang dilakukan secara tepat dan
bertanggung jawab, pemerintah memberlakukan peraturan yang
ketat terhadap izin pertambangan.

Izin adalah salah satu bentuk ketetapan pemerintah yang paling
umum diterapkan dalam regulasi tata usaha negara guna mengatur
dan mengawasi kegiatan usaha masyarakat.* Hakikat izin dalam
kedudukannya sebagai salah satu komponen kebijakan pemerintah
adalah suatu contoh nyata tindakan pemerintah yang bersifat
sepihak yang ditentukan oleh kesanggupan pemerintah untuk
menyetujui suatu usaha atau kegiatan bagi seseorang atau badan
hukum yang berpedoman pada aturan yang berlaku. Pemberian izin
merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam
pengendalian langsung yang dilakukan melalui berbagai jenis
perizinan. Mekanisme ini dianggap sebagai cara efektif untuk
mengatur berbagai aktivitas pemerintahan, termasuk di antaranya
kegiatan di sektor pertambangan. Izin tambang merupakan
persetujuan yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi atau
perorangan, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan

3 Rahmat Bijak, Setiawan Sapii, and Syalaisha Amani Puspitasari,
“AMBIGUITAS PENGATURAN PENAWARAN WIUPK SECARA PRIORITAS
TERHADAP BADAN USAHA MILIK ORMAS KEAGAMAAN,” Surya Kencana
Dua: Dinamaika Masalah Hukum Dan Keadilan 11, no. 1 (2024)", h.89..

4 Hudali Mukti, Perizinan Pertambangan Batubara Terintegrasi Dalam
Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan (Yogyakarta: Deepublish, 2023),
h.47.
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kegiatan penambangan di area tertentu.® Tanpa adanya adanya izin,
pelaku usaha pertambangan tidak dapat mengadakan eksplorasi
pertambangan.

Pemerintah baru-baru ini telah menerbitkan paraturan terbaru
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang
Perubahan atan Peraturan Pemerintan Nomor 96 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara. Kebijakan ini memicu perdebatan di tengah masyarakat
karena pemerintah memberikan izin pengelolaan pertambangan
kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sesuai dengan
ketentuan Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintan Nomor 25
Tahun 2024, yang berbunyi: “Dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran
secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi
kemasyarakatan keagamaan.”

Berdasarkan ketentuan tesebut, pemerintah memungkinkan
memberikan izin kelola tambang kepada bahan usaha milik ormas
keagmaan dengan cara penawaran WIUPK (Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus) secara prioritas. Wilayah izin usaha
pertambangan khusus ini adalah area yang dialokasikan bagi
pemegang lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Adapun
WIUPK yang dimaksud yakni area yang sebelumnya merupakan
eks area Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubata
(PKP2B).

Pengaturan mengenai IUPK juga tercantum dalam Undang-
Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Kemudian cukup disebut UU Minerba). Di dalam Pasal

5 Mutiara Fajriatul lzza Putri Putri, Viorelia Nabila Tasya, and Amanda
Destiana Prastika, “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi
Kemasyarakatan " Keagamaan " Di Indonesia : Analisis Regulasi Dalam PP Nomor 25
Tahun 2024 Mutiara Fajriatul 1zza Putri Viorelia Nabila Tasya Amanda Destiana
Prastika Urgensi Pemberian Izin Pengel” 02, no. 02 (2024): 214-224, h.217.



75 ayat (2) UU Minerba menyatakan bahwasannya: “IUPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada
BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.”
Berikutnya pada ayat (4) menyatakan bahwa: “Badan Usaha Swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatlkan ITUPK
dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK "

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa IUPK dapat diberikan
kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta/perusahaan
swasta. Kemudian pada ayat (4) dijelaskan bahwa badan usaha
swasta berpeluang mendapat izin usaha pertambangan yaitu melalui
lelang WIUPK. Lelang tersebut akan dijalankan oleh Menteri
dengan mempertimbangan banyak hal seperti wilayah IUPK yang
hendak dilelang, kemampuan dalam hal administrasi atau tata
kelola, keahlian teknis, pengelolaan ekosistem, serta kapasitas
finansial. Adapun badan usaha milik organisasi keagamaan dapat
digolongkan sebagai badan usaha swasta. Oleh karena itu, apabila
merujuk pada UU Minerba pemberian WIUPK seharusnya
dilakukan melalui proses lelang, bukan dengan penawaran WIUPK
secara prioritas oleh pemerintah. Lelang tersebut dapat dilaksanakan
kepada badan usaha swasta, asalkan BUMN dan BUMD tidak
berminat untuk mengambil IUPK tersebut. Hal ini disebabkan
karena BUMN dan BUMD memiliki prioritas utama dalam
memperoleh IUPK.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pemberian
IUPK dengan penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas
keagamaan mengakibatkan adanya konflik norma antara PP Nomor
25 Tahun 2024 dengan UU Minerba. Hal ini karena adanya pasal
yang saling bertentangan dalam kedua aturan tersebut. Di mana pada
PP terbaru menjelaskan bahwa ormas keagamaan bisa mengelola
tambang melalui penawaran WIUPK secara prioritas, sedangkan
melihat pada UU Minerba mengatakan bahwa badan usaha swasta
untuk mendapatkan WIUPK dilaksanakan dengan lelang WIUPK.
Adanya pasal yang bertentangan ini dapat menimbulkan
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ketidakpastian hukum. Selain itu, kapabilitas ormas keagamaan
juga perlu ditanyakan, karena bagaimanapun ormas keagamaan
tidak didirikan sebagai badan yang berfokus pada usaha
pertambangan. Pada akhirnya, ketidakmampuan ormas mengelola
usaha pertambangan akan memberi efek bagi lingkungan,
perekonomian, serta masyarakat di kawasan sekitar area
pertambangan.®

Sehubungan dengan fenomena di atas, penelitian tentang konflik
norma mengenai pemberian izin usaha pertambangan khusus
menjadi hal yang penting dilakukan mengingat pertambangan
adalah kekayaan alam yang seharusnya pengelolaannya diatur
dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian
mendalam untuk mengevaluasi ketentuan-ketentuan yang termuat
dalam peraturan tersebut agar selaras dengan ketentuan hukum yang
memiliki hierarki lebih tinggi.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana sistematika pengaturan pemberian izin usaha
pertambangan khusus di Indonesia?
2. Bagaimana konflik norma pemberian izin usaha pertambangan
khusus antara Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020?

C. Tujuan Masalah
1. Untuk menjelaskan sistematika pengaturan pemberian izin
usaha pertambangan khusus di Indonesia.
2. Untuk menganalisis konflik norma pemberian izin usaha
pertambangan khusus anatara Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
D. Kegunaaan/Manfaat Penelitian

®  Tempo, “Bahaya Main Tambang Ormas Agama,” 2024,

https://koran.tempo.co/read/editorial/488428/izin-tambang-ormas-keagamaan.
(diakses pada tanggal 20 Agustus 2024)



1. Kegunaan Teoritik
Memberikan kontribusi terhadap kemajuan disiplin hukum,
khususnya dalam ranah hukum tata negara. Selain itu, dapat
menambah sumber referensi akademik yang berkaitan dengan
konflik norma pemberian izin usaha pertambangan khusus di
Indonesia, yang mungkin belum banyak dibahas dalam literatur
hukum. Hal ini akan memperkaya literatur yang tersedia bagi
mahasiswa dan peneliti hukum lainnya.

2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih
yang bermanfaat untuk para perancang regulasi peraturan
pemerintah terkait konflik norma hukum dalam pemberian
IUPK.

E. Kerangka Teori
1. Teori Perundang-Undangan
Burkhardt Krems mendefiniskan Ilmu perundang-
undangan adalah ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner
tentang pembentukan hukum negara (rechtslegung). limu
perundang-undangan yang berorientasi pada pembentukan
peratura hukum berkaitan erat dengan negara hukum
(rechtstaat) atau “Rule of Law”, karena perundang-undangan
merupakan sarana yang paling ampuh mengarahkan
penyelenggaraan negara tunduk pada aturan hukum. secara
garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu : Teori perundang-
undangan (Gesetzgebungstheorie), yang berorientasi untuk
mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-
pengertian, dan bersifat kognitif dan llmu perundang-undangan
(Gesetzgebungslehre), yang berorientasi pada melakukan
perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-
undangan, dan bersifat normatif.
Selanjutnya, norma hukum tidak dapat dipisahkan dari

IImu Perundang-undangan, karena peraturan perundang-
undangan menjadi sarana bagi norma tersebut untuk lahir dan
berlaku dalam masyarakat. Norma hukum juga berkaitan
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dengan hierarki hukum, baik yang dikemukakan oleh Hans
Nawiasky maupun Hans Kelsen. Dalam teori jenjang norma
yang diprakarsai oleh Hans Kelsen, dia menjelaskan bahwa
norma-norma tersusun dalam sebuah hierarki yang bertingkat
dan berlapis. Dalam struktur ini, norma yang berada di tingkat
lebih rendah bergantung pada norma yang berada di tingkat
lebih tinggi. Proses ini terus berlangsung hingga mencapai
norma tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, bersifat
fiktif dan hipotesis, yang dikenal sebagai norma fundamental
atau grundnorm.” sebuah struktur hukum yang ditetapkan
sebelumnya oleh masyarakat dan berfungsi sebagai dasar bagi
seluruh aturan di bawahnya. Aturan yang menentukan
pembentukan aturan lainnya disebut superior, sedangkan aturan
yang dibentuk disebut inferior.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan
tatanan peraturan yang terus berkembang (nomodynamics)
karena aturan hukum selalu dibentuk dan dicabut oleh institusi
atau badan berwenang yang memiliki otoritas untuk itu.
Sehingga penilaian terhadap hukum tidak didasarkan pada isi
norma itu sendiri, melainkan pada cara norma tersebut
diberlakukan atau dibentuk. Oleh karena itu, hukum dianggap
valid apabila disusun oleh instansi atau institusi yang memiliki
wewenang untuk menetapkannya dan sejalan dengan norma
yang memiliki tingkat lebih tinggi. Hukum mengikuti tatanan
hierarkis dan berasal dari norma dengan tingkat lebih tinggi,
yang selanjutnya merujuk pada aturan dengan tingkat lebih
tinggi lagi, hingga mengacu pada norma hukum tertinggi.®

Kemudian, teori jenjang yang dirumuskan oleh Hans
Kelsen disempurnakan lebih lanjut oleh salah satu muridnya,

" Maria Farida Indrati S, llmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan
Materi Muatan (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), h.41-42.

8 Aziz Syamsuddin, Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang (Jakarta:
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), 70.



Hans Nawiasky. la mengklasifiksikan norma hukum ke dalam
beberapa bagian:
a. Staatsfundamentalnorm
negara.
b. Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara atau aturan

atau norma fundamental

pokok negara.
c. Formell Gezetz atau undang-undang formal.
d. Verordnung & Autonome aturan pelaksana dan aturan

otonom.

F. Penelitian Yang Relevan
Tabel penelitian terdahulu

1.1
NG Penulis dan Metode Penelitian dan | Perbedaan dan
' Judul Hasil Penelitian Persamaan
1. | Mutiara Fajriatul |- Jenis penelitian | Persamaannya
Izza Putri, et al., Normatif yaitu sama-
“Urgensi - Hasil penelitian | sama
Pemberian Izin menunjukkan bahwa | membahas
Pengelolaan ormas keagamaan | tentang
Tambang  bagi bisa mendapatkan izin | pemberian izin
Organisasi pengelolaan pengelolaan
Kemasyarakatan pertambangan apabila | tambang  bagi
‘Keagamaan’ di memenuhi kelayakan | ormas
Indonesia: dan memenuhi | keagamaan.
Analisis seluruh  persyaratan | Adapun
Regulasi dalam yang telah ditetapkan. | perbedaannya,
PP Nomor 25 Pengaturan penelitian
Tahun 2024” pemberian izin ini | terdahulu
tidak serta merta | fokus pada
langsung meloloskan | bentuk
ormas keagamaan | keputusan
pemberian izin




sebagai pengelola
pertambangan.

pengelolaan
tambang
kepada ormas
dan  prosedur
pengajuan izin
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 24
Tahun  2024.
Sedangkan
dalam
penelitian
penulis  akan
fokus pada
konflik norma
mengenai
pemberian
IUPK dalam PP
Nomor 25
Tahun 2024
dengan uu
Minerba.

Friskilia
Bastiana
Darongke, et al.,
(2024)
“Efektivitas
Undang-Undang
Nomor 3 Tahun
2020 dalam
Pemberian 1zin
Usaha

Junisa

Jenis
normatif
Hasil

penelitian

penelitian
menunjukkan uu
Minerba belum
sepenuhnya berhasil
atau efisien untuk
mengatasi
permasalahan terkait
penyelenggaraan

Persamaannya
terletak  pada
objek kajiannya
yaitu membahas
tentang
pemberian izin
usaha
pertambangan.
Adapun
perbedaannya,
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Pertambangan pertambangan di | penelitian
Mineral di masyarakat, terdahulu fokus
Indonesia” Khususnya yang | pada efektifitas
berkenaan dengan | penerapan UU
perizinan.  Adapun | Minerba terkait
dampak  penerapan | pemberian [1UP
uu tersebut | dan
masyarakat  sekitar | menjelaskan
tidak dapat lagi | dampak
meminta penerapannya
pertanggungjawaban | terhadap
pemerintah  daerah | masyarakat,
atas segala kerugian | sedangkan
yang timbul akibat | dalam
kegiatan usaha | penelitian
pertambangan. penulis  akan
membahas
mengenali
pemberian 1UP
yang berjenis
IUPK.

3. | Rahmat  Bijak [- Jenis penelitian | Persamaannya
Setiawan Sapii normatif yaitu  terletak
(2024) - Hasil penelitian pada
“Ambiguitas menunjukkan bahwa | pengaturan
Pengaturan pengaturan mengenai | penawaran
Penawaran penawaran  WIUPK | WIUPK.
WIUPK secara kepada organisasi | Adapun
Prioritas kemasyarakatan Perbedaannya,
terhadap Badan keagamaan penelitian
Usaha Milik menimbulkan terdahulu fokus
Ormas ambiguitas yang | pada ambiguitas
Keagamaan” berimplikasi pada | pengaturan
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ketidakpastian hukum
sehingga perlu adanya
upaya rekonsepsi atas

pengaturan tersebut.
Upaya dapat
dilakukan dengan

mencabur Pasal 83A
PP No 25 Thun 2024,
merubah Pasal 75 ayat

penawaran
WIUPK secara
prioritas  pada
PP Nomor 25
Tahun 2020 dan
upaya

rekonsepsi atas
adanya atas
ambiguitas pada

(3 UU  dengan | pengaturan
mengeaskan  secara | WIUPK
eksplisit bahwa badan | tersebut kepada
usaha ormas | ormas
keagamaan keagamaan,
merupakan pihak | sedangkan
yang berhak atas | dalam
penawaran WIUPK, | penelitian
dan memberlakukan | penulis  akan
peraturan  pelaksana | mengkaji
penawaran prioritas | mengenai
WIUPK untuk | sistematika
BUMN dan BUMN | pengetaturan
kepada badan usaha | izin usaha
ormas keagamaan | pertambangan
secara mutatis | khusus dan
muntadis. konflik norma
pengaturan
pemberian
WIUPK  pada
PP Nomor 25
Tahun 2024.
Dadang Jenis penelitian | Persamaannya
Apriyanto,  Siti normatif yaitu membahas
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Nur
Maruf
(2024)
“Implementasi
Kesejahteraan
Masyarakat
Dalam Prioritas
WIUPK  Untuk
Badan Usaha
Keagamaan
Berdasarkan PP
No. 25 Tahun
2024

Azizah

Hasil Penelitian
menunjukkah bahwa
kebijakan ini
mencerminkan upaya
pemerintah untuk
mendorong partisipasi
dan kepimilikan
masyarakat dalam
pengelolaan  SDA,
Khususnya dalam
bidang tambang.
Namun, ada berbagai
argumen dan
kekhawatiran ~ yang
terkait dengan
implementasi

kebijakan ini.

terkait
penawaran
prioritas
WIUPK untuk
badan usaha
milik ormas
keagamaan
Adapun
perbedaannya
penelitian
terdahulu
membahas
tentang dampak
atau implikasi
dari adanya
penerapan
kebijakan
WIUPK  secara
prioritas  untuk
ormas
keagamaan
dalam  prinsip
kesejahteraan
masyarakat,
sedangkan
penulis  dalam
penelitian  ini
akan membahas
tentang
pemberian izin
usaha
pertambangan
khusus menurut
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Uu Minerba
dan PP Nomor
25 Tahun 2024

Annisa Thurfah
Asilah, et al,
(2020)
“Kepastian
Hukum Izin
Usaha
Pertambangan
Khusus/lupk
(Studi: IUPK
sebagai
Kelanjutan
Kontrak Karya
dan Perjanjian
Karya
Pengusahaan
Pertambangan
Batubara dalam
UU Minerba)”

Penelitian normatif.
Hasil penelitian
menunjukkan belum
ada kepastian hukum
mengenai IUPK
terhadap kelanjutan
kontrak kerja dan
perjanjian karya, serta
belum ada
perlindungan hukum
bagi pemegang usaha
pertambangan
tersebut.

Persamaannya
yaitu membahas
tentang IUPK.
Adapun
perbedaannya
yaitu pada
penelitian
terdahulu
membahas
tentang
kepastian
hukum  dalam
IUPK bagi
pemegang
kontrak  karya
dan perjanjian
karya
pengusahaan
pertambangan
batubara,
sedangkan
dalam
penelitian  ini
akan membahas
tentang konflik
norma
pemberian
IUPK dalam PP
25 Tahun 2024
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dengan uu
Minerba.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan
tersebut, dalam penelitian ini penulis akan membahas sistematika
pengaturan izin usaha pertambangan khusus di Indonesia, selain itu
peneliti juga akan membahas tentang konflik norma mengenai
pemberian izin pertambangan khusus antara Nomor 25 Tahun 2024
dengan UU Nomor 3 Tahun 2020. Dengan demikian, penelitian ini
berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, di mana perbedaan
tersebut terletak pada di rumusan masalah, tujuan, objek, dan sudut
pandang yang dipergunakan sehingga penelitian ini bukan plagiasi dari
penelitian sebelumnya dan juga mempunyai kebaharuan tersendiri.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian
normatif. Penelitian hukum ini juga dikenal sebagai penelitian
doktrinal, melibatkan proses untuk mempelajari dan
menganalisis hukum sebagai norma, aturan, prinsip, asas,
doktrin, teori hukum, serta literatur terkait lainnya guna
menjawab pertanyaan penelitian.® Pada penelitian ini, peneliti
mengkaji peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai
konflik norma pemberian izin usaha pertambangan khusus dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020.
2. Pendekatan Penelitian
Sebagai suatu bentuk penelitian hukum, dan mengingat
karakteristik khas ilmu hukum serta substansi masalah atau isu
hukum yang akan dikaji, pendekatan yang diterapkan harus
selaras dengan permasalahan yang diteliti. Berbagai pendekatan

® Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum (Yogyakarta: Deepublish, 2021),
h.82.
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diterapkan untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif
terkait permasalahan yang sedang dianalisis. Berikut pendekatan
penelitian yang diterapkan diantaranya yaitu:

1) Pendekatan undang-undang  (statute  approach),
pendekatan ini dilakukan dengan cara memeriksa seluruh
peraturan perundang-undangan dan regulasi yang
berkenaan dengan masalah hukum yang teliti.° Peneliti
dalam hal ini, mengkaji segala peraturan yang terkait
dengan pemberian izin usaha tambang khusus.

2) Pendekatan  konseptual  (conceptual  appoach),
pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
Melalui keduanya tersebut peneliti mengidentifikasi dan
memperoleh jawaban terhadap suatu masalah hukum
yang diteliti. Dengan demikian, keselarasan antara
metode pendekatan dan permasalahan hukum menjadi hal
yang penting untuk diperhatikan dalam sebuah penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yakni bahan
hukum utama dan bahan sekunder. Pengelompokan bahan-bahan
tersebut yaitu:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer didapatkan dari peraturan
perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan
dokumen resmi negara. Bahan hukum utama yang
digunakan, diantaranya yaitu:
1. UUD NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

10 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), h. 93.
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4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96
Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.

5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 Tentang
Wilayah Pertambangan

b. Bahan hukum sekunder

Didapatkan dari buku, jurnal-jurnal hukum,
doktrin, artikel hukum, skirpsi/tesis, kamus hukum,

ensiklopedia hukum, dan lain sebagainya.

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum
Tehnik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara
inventarisasi, kemudian sistematisasi, dan tahap terakhir yakni
klasifikasi.

a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan dan mendata berbagai
sumber hukum vyang berhubungan dengan isu atau
permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.
Inventarisasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua
bahan hukum yang tersedia dan berkaitan telah terkumpul
secara lengkap sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

b. Sistematisasi, yaitu tahapan dimana bahan-bahan yang
telah terkumpul itu diurutkan dan diatur secara
terstruktur.

c. Klasifikasi atau kategorisasi, yaitu mengelompokan
bahan-bahan hukum dan menyusunnya secara sistematis
dan logis, artinya bahan-bahan hukum tersebut
mempunyai keterkaitan satu sama lain sehingga
memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian.!

11 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum (Yogyakarta: Deepublish, 2021),
h.137-138.
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5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis preskriptif
dengan menggunakan logika penalaran deduktif. Analisis
preskriptif digunakan sebagai upaya untuk menyajikan argumen
atau solusi di dasarkan temuan yang diperoleh atas penelitian
yang telah dilakukan. Penulis menyampaikan argumen untuk
memberi evaluasi yang lebih mendalam terkait apakah suatu
tindakan atau situasi hukum yang sedang diteliti dapat dianggap
tepat atau keliru, atau bagaimana mestinya tindakan tersebut
diperlakukan sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku.'?
Selanjutnya, logika penalaran deduktif digunakan untuk menarik
kesimpulan dari umum ke khusus untuk memperoleh jawaban
dari suatu permasalahan. Penalaran ini melibatkan teori atau
konsep untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan penelitian ini memuat
beberapa bab yang dilakukan secara variatif dan komprehensif.
Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, pada bab ini mencakup latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat
penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode
penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB Il Landasan Teori, memberi pemaparan teori atau
konsep yang terkait dengan penelitian, yakni teori hierarki norma
dan konsep disharmonisasi norma.

BAB Ill Rumusan Masalah I, yaitu di dalamnya berisi
pemaparan berupa jawaban mengenai pokok permasalahan yang
diteliti selaras dengan rumusan masalah yang telah disebutkan yaitu
terkait sistematika pengaturan pemberian izin usaha pertambangan
khusus di Indonesia.

12 Muktii Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian
Hukum Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).
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BAB IV Rumusan Masalah 11, di bab ini berisi penjelasan lebih
lanjut mengenai permasalahan yang diteliti yaitu memuat analisis
konflik norma terkait pemberian izin usaha pertambangan khusus
anatara PP Nomor 25 Tahun 2020 dengan UU Minerba.

BAB V Penutup, bab terakhir ini memuat simpulan yang berisi
jawaban dan analisis dari permasalahan yang dikemukakan, selain
itu juga memuat saran untuk peneliti selanjutnya, pihak yang terkait,
ataupun masyarakat secara umum.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pemberian izin usaha
pertambangan khusus (IUPK) diatur dalam beberapa peraturan,
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara sebagai landasan utamanya, yang kemudian
dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan lain atau peraturan
turunannya. Namun, jika ditelaah terdapat ketidaksesuaian antara
Peraturan Pemerintah terbaru yang diterbitkan dengan ketentuan
dalam UU Minerba tentang mekanisme pemberian WIUPK. Oleh
karea iitu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan
antara Peraturan Pemerintah dan UU Minerba agar pengelolaan
pertambangan dilaksanakan secara adil, transparan, dan
berkelanjutan.

Konflik norma pemberian izin usaha pertambangan izin
usaha pertambangan khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, ini
dikarenakan terdapat pasal yang saling bertentangan. Pertentangan
yang dimaksud secara spesifik dapat dilihat pada Pasal 83A
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memungkinkan
badan usaha milik ormas keagamaan untuk mengelola tambang
dengan penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus
(WIUPK) secara prioritas. Yang mana ketentuan ini bertujuan untuk
kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa izin usaha pertambangan
khusus dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha
swasta. Untuk badan usaha swasta sendiri mendapatkan 1UPK
dengan cara lelang WIUPK.Dalam hal ini, badan usaha milik ormas
keagamaan termasuk ke dalam badan usaha swasta. Dengan
demikian, pemberian IUPK kepada ormas keagamaan melalui

57
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penawaran WIUPK secara prioritas bertentangan dengan peraturan
yang secara hierarki lebih tinggi.

B. Saran
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memberikan
saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah sebagai pihak yang memiliki
otoritas dalam membentuk regulasi hukum, mengambil
langkah untuk melakukan revisi dan harmonisasi terhadap
PP No Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara. Langkah ini
diperlukan guna memastikan bahwa regulasi tersebut selaras
dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi
serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku sehingga tercipta
norma hukum yang lebih harmonis dan menjamin kepastian
hukum bagi pihak-pihak yang menjalakan usaha
pertambangan.

2. Disarankan kepada DPR sebagai lembaga legislatif
mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa produk
hukum yang dihasilkan tidak bertentangan satu sama lain.
Oleh karena itu, perlu adanya penguatan fungsi pengawasan
terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar
selaras dengan UU yang telah disahkan.

3. Disarankan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam
mengawasi kebijakan dan implementasi peraturan terkait
pertambangan. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan
melaporkan adanya ketidaksesuaian aturan, masyarakat
dapat membantu menciptakan tata kelola yang lebih
transparan dan akuntabel.
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